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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 146/PMK.010/2017 

TENTANG 

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif  

Cukai Hasil Tembakau; 

  b. bahwa untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai 

berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, 

memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan 

memudahkan pemungutan serta pengawasan barang 

kena cukai secara berkesinambungan perlu mengganti 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; 
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c. bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Pemerintah  

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan 

cukai tahun 2018; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta  

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan 

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4755); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI 

HASIL TEMBAKAU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 

2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan 

pabrik. 

3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari 

tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan 

cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan 
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bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan  

dalam pembuatannya. 

4. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun 

tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam 

pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, 

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, 

sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau 

sebagian menggunakan mesin. 

5. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan 

yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan 

untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita 

cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. 

6. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun  

tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam 

proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, 

sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan 

mesin. 

7. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat 

SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli 

maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang 

dalam proses pembuatannya mulai dari dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

tanpa menggunakan mesin. 

8. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan 

yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 
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pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, 

sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan 

mesin. 

9. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat 

SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan 

yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

tanpa menggunakan mesin. 

10. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut 

KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun 

tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. 

11. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil 

tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun 

tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung 

demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, 

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

12. Rokok Daun atau klobot yang selanjutnya disebut KLB 

adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, 

daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara 

dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

13. Tembakau Iris atau yang selanjutnya disebut TIS adalah 

hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang 

dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya 

disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari 

daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 

sampai dengan 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 
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yang digunakan dalam pembuatannya. 

15. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan cukai yang 

selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan 

Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

16. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang 

selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau 

badan hukum yang memasukkan barang kena cukai 

berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean. 

17. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai 

dasar penghitungan besarnya cukai. 

18. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah 

rentang harga jual eceran per batang atau gram atas 

masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang 

ditetapkan Menteri. 

19. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi 

penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir. 

20. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi 

yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan 

dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen 

pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung 

pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan 

konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas 

pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum 

Tahun Anggaran berjalan. 

21. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek 

adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan 

cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan 

hasil tembakau yang diberitahukan sebagai indentitas 

hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai. 

22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan  

Cukai. 
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